
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG 

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

K ABU PATEN POHUWATO

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2018, Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik Berasal dari 

unsur Inspektorat Daerah dan Pasal 9 huruf b angka 3 

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2022 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pohuwato, Bagian Pengadan Barang dan Jasa, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;

2. Undang -  Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan 

Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4269);

  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 
PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG 

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

KABUPATEN POHUWATO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2018, Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik Berasal dari 

unsur Inspektorat Daerah dan Pasal 9 huruf b angka 3 

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2022 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pohuwato, Bagian Pengadan Barang dan Jasa, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato, 

Mengingat : 1l.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060, 

2.Undang - Undang Nomor & Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan 

Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4269), 

  

 



3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tang

K euangan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2004 Nomor 5, T am bahan  Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2004 ten tan g

P erbendaharaan  (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2004 Nomor 5, T am bahan  Lem baran Negara

Republik Indonesia  Nomor 4355);

5. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang

Pem bentukan Peratu ran  P erundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaim ana  telah d iubah  beberapa  kali 

te rak h ir dengan Nomor 13 T ahun  2022 ten tan g  pe ru b ah an  

a ta s  U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  

P em bentukan  Peratu ran  Perundang-U ndangan (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2022 Nomor 143, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6801);

6. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang

Pem erintah D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5587);

7. Peratu ran  Presiden Nomor 16 T ahun  2018 ten tang  

Pengadaan B a ra n g /Ja sa  Pem erintah sebagaim ana  telah 

d iu b ah  dengan P era tu ran  Presiden Nomor 12 T ahun  2021 

ten tan g  P erubahan  A tas P era tu ran  Presiden Nomor 16 

T ahun  2018 ten tan g  P engadaan  B a ra n g /Ja sa  Pem erintah;

8. Peratu ran  M enteri D alam  Negeri Republik Indonesia  Nomor

112 T ahun  2018 ten ta n g  P em ben tukan  Unit Kerja 

Pengadaan B a ra n g /Ja sa  Di L ingkungan Pem erintah 

Provinsi dan  K abupaten /K o ta  (Berita Negara Republik 

Indonesia T ahun  218 Nomor 1543);

9. P era tu ran  D aerah  K abupaten Pohuw ato Nomor 1 1 

T ahun  2007 ten ta n g  Pelayanan Publik dalam  

penyelenggaraan pem erintah daerah  kabupaten  pohuw ato 

(Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2007 

Nomor 96);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355), 

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801): 

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 218 Nomor 1543), 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten pohuwato 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 

Nomor 96), 

  

 



M enetapkan :

10. P era tu ran  D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 8 Tahun 

2016 ten tan g  P em bentukan  dan  S u su n a n  Perangkat 

D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Pohuw ato T ahun  

2016 Nomor 184) seb ag a im an a  te lah  d iu b ah  dengan  

P e ra tu ran  D aerah  K abupaten  Pohuw ato  Nomor 2 T ahun  

2022 te n ta n g  P e ru b ah an  a ta s  ;

1 1. P era tu ran  Bupati Pohuw ato Nomor 39 T ahun  2022 ten tang  

O rganisasi Dan T ata Kerja P e m e r in ta h  D aerah 

K abupaten Pohuw ato (Berita D aerah K abupaten Pohuw ato 

T ahun  2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

P E R A T U R A N  BUP AT I  N O M O R  2 4  T AHUN 2 0 1 8  

T E N T A N G  K O D E  ETI K PENGADAAN BARANG /JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

Pasal I

B eberapa k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati Nomor 24 

T ahun  2018 ten tan g  Kode Etik Pengadaan B a ra n g /Ja sa  

Pem erintah K abupaten Pohuw ato (Berita D aerah K abupaten 

Pohuw ato T ahun  2018 Nomor 24) d iubah  sebagai berikut:

1. K etentuan Pasal 1 an g k a  6 d iubah  sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  Bupati ini yang d im aksud  dengan:

1. D aerah ad a lah  K abupaten Pohuwato

2. Pem erintah D aerah adalah  Bupati sebagai 

u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  D aerah yang 

m em im pin p e laksanaan  u ru sa n  pem erin tahan  yang 

m enjadi kew enangan daerah  otonom  K abupaten 

Pohuwato.

3. B upati ad a lah  B upati K abupaten Pohuwato;

4. S ek retaria t D aerah ad a lah  S ekretaria t D aerah 

K abupaten Pohuwato;
PARAF

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 

2016 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas , 

11. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2022 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato 

Tahun 2022 Nomor 39). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 

TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 

Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten 

Pohuwato Tahun 2018 Nomor 24) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten 

Pohuwato. 

Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato: 

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pohuwato: 

 



5. Sekretaris D aerah adalah  Sekretaris D aerah 

K abupaten Pohuwato;

6. Bagian Pengadaan B arang dan  ja s a  adalah  Bagian 

Pengadaan B arang dan  ja s a  Sekretariat. D aerah 

K abupaten Pohuwato;

7. Perangkat D aerah yang se lan ju tnya  d isingkat PD 

ad a lah  Perangkat D aerah K abupaten Pohuwato;

8. Kode Etik Pengelola Pengadaan B arang dan  J a s a  

Pem erintah K abupaten Pohuwato yang se lan ju tnya  

d isebu t Kode Etik ad a lah  norm a p ihak-p ihak  yang 

te rka it dalam  p e laksanaan  pengadaan  b a ra n g /ja sa  

Pem erintah K abupaten Pohuw ato sesuai dengan 

p e ra tu ran  p e ru ndangan  yang berlaku di bidang 

pengadaan  b a ra n g /ja sa  pem erin tah  Pengadaan 

B a ra n g /Ja sa  Pem erintah yang  se lan ju tnya  

d isebu t Pengadaan B a ra n g /Ja sa  adalah  kegiatan 

u n tu k  m em peroleh b a ra n g /ja sa  yang prosesnya 

dim ulai dari pe rencanaan  k eb u tu h an  sam pai 

d iselesaikannya se lu ruh  keg iatan  u n tu k  m em peroleh 

b a ran g /ja sa ;

9. Penyedia B a ra n g /Ja sa  ad a lah  b ad an  u sa h a  a tau  

orang perseo rangan  yang memiliki kualifikasi 

u n tu k  m enyediakan b a ran g /p ek erjaan  k o n s tru k s i/ 

ja s a  k o n su lta n s i/ ja sa  lainnya.

10. B arang adalah  se tiap  ben d a  baik berw ujud m au p u n  

tidak  berw ujud, bergerak m au p u n  tidak  bergerak, 

yang d a p a t d iperdagangkan, d ipakai, d ipergunakan  

a tau  d im anfaa tkan  pengguna barang;

11. Dokum en Pengadaan adalah  dokum en yang 

d ite tapkan  oleh Pokja Bagian Pengadaan B arang dan  

J a s a  yang m em uat inform asi dan  ke ten tu an  yang 

h a ru s  d itaa ti oleh p ara  pihak dalam  proses 

pengadaan  b a ra n g /ja sa ; dan

1 2 . Komite Etik Pengadaan B a ra n g /Ja sa  D aerah

yang  se lan ju tnya  d iseb u t Komite Etik adalah  Komite 

yang m enilai norm a perilaku p ihak -p ihak  yang terkait 

dalam  p e lak san aan  pengadaan  b a ra n g /ja sa

Pem erintah K abupaten Pohuwato.

10. 

11. 

12. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pohuwato: 

Bagian Pengadaan Barang dan jasa adalah Bagian 

Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pohuwato, 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, 

Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya 

disebut Kode Etik adalah norma pihak-pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku di bidang 

pengadaan barang/jasa pemerintah Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa, 

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau 

orang perseorangan yang memiliki kualifikasi 

untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ 

jasa konsultansi/jasa lainnya. 

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun 

tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, 

yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

atau dimanfaatkan pengguna barang: 

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang 

ditetapkan oleh Pokja Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa yang memuat informasi dan ketentuan yang 

harus ditaati oleh para pihak dalam proses 

pengadaan barang/jasa, dan 

Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa Daerah 

yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite 

yang menilai norma perilaku pihak-pihak yang terkait 

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 

  

  

 



2. K etentuan  Pasal 9 d iu b ah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 9

Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan su su n a n  

keanggotaan terdiri a ta s  :

a. K etua adalah  In sp ek tu r D aerah;

b. S ek re ta ris  ad a lah  Kepala B adan Kepegawaian, 

Pendidikan, dan  Pelatihan; dan

c. 3 (tiga) o rang  anggota yang terdiri a tas:

1) U n su r B adan  Kepegawaian, Pendidikan, dan  

Pelatihan;

2) U n su r Inspek to ra t D aerah; dan

3) U nsur Bagian H ukum  S ek re ta ria t D aerah.

3. K eten tuan  Pasal 11 d iubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 1 1

(1) Pengangkatan dan  pem berhen tian  Komite 

Etik d iu su lk an  oleh Kepala B adan Kepegawaian, 

Pendidikan, dan  Pelatihan  selaku  S ekre ta ris Komite 

Etik.

(2) Pengangkatan dan  pem berhentian  Komite Etik 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ite tapkan  

dengan K eputusan  Bupati.

4. K etentuan  Pasal 13 ayat (1) dan  ayat (2) h u ru f  b d iubah 

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pem eriksaan a ta s  d a sa r  pengaduan  dari m asyarakat, 

laporan OPD, m edia m assa , d a n /a ta u  p ihak  lain di 

lu a r Bagian Pengadaan B arang dan  J a s a  d ilakukan  

dengan m ekanism e:

a. sek re ta ria t Komite E tik  m eny u su n  te laahan  

a ta s  pengaduan  yang diterim a dan 

m enyam paikannya kepada  K etua Komite Etik;

b. k e tu a  Komite Etik m engadakan  rap a t Komite 

Etik yang d ipersiapkan  oleh S ekretaria t u n tu k  

m em bahas pengaduan;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 

Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan 

keanggotaan terdiri atas : 

a. Ketua adalah Inspektur Daerah, 

b. Sekretaris adalah Kepala Badan Kepegawaian, 

Pendidikan, dan Pelatihan, dan 

c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas: 

1) Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan: 

2) Unsur Inspektorat Daerah, dan 

3) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Komite 

Etik diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, 

Pendidikan, dan Pelatihan selaku Sekretaris Komite 

Etik. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah 

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, 

laporan OPD, media massa, dan/atau pihak lain di 

luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan 

dengan mekanisme: 

a. sekretariat Komite Etik menyusun telaahan 

atas pengaduan yang diterima dan 

menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik, 

b. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite 

Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk 

membahas pengaduan, 

  

 



c. rap a t Komite Etik m em bahas dan  m em buat 

kesim pulan  a p ak a h  pengaduan  layak a ta u  tidak  

layak d itindak lan ju ti dengan pem eriksaan;

d. apabila  tidak  layak proses penanganan  pengaduan  

d ihen tikan  dan  d iberikan  pen jelasan  te rtu lis  yang 

patut. kepada p ihak  pengadu;

e. apabila  layak proses penanganan

pengaduan  d itindak lan ju ti dengan pem eriksaan 

oleh sidang  Komite Etik, dengan:

1. pem anggilan p a ra  pihak;

2. pengum pulan  bukti; dan

3. pem eriksaan  bukti.

f. sesuai dengan hasil pem eriksaan  dan  bukti yang 

ada, Komite Etik m em utuskan  dan  m enetapkan  

a d a  a tau  tidak  pelanggaran te rh ad ap  Kode Etik;

g. apab ila  d ip u tu sk an  dan  d ite tapkan  bahw a telah  

terjadi pelanggaran terhadap  Kode Etik, m aka 

dalam  p u tu sa n n y a  Komite Etik h a ru s  

m encan tum kan  sanksi adm in istra tif yang 

diberikan kepada p ihak-p ihak  yang terkait dalam  

p e lak san aan  pengadaan  b a ra n g /ja sa  Pem erintah 

K abupaten  Pohuw ato yang  m elanggar;

h. K eputusan  Komite E tik  d ilaporkan  kepada 

Bupati dengan tem b u san  kepada Wakil Bupati, 

S ek re ta ris D aerah, A sisten Perekonom ian dan 

K esejahteraan S ekretaris D aerah dan  Inspek tu r 

Pem erin tah  K abupaten Pohuw ato u n tu k  diambil 

k ep u tu san ; dan

i. B upati a ta u  pejabat yang d itu n ju k  m enetapkan  

pem berian  sanksi be rdasarkan  p u tu sa n  Komite 

Etik.

(2) Sanksi adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  g berupa:

a. teguran  tertulis;

b. m utasi dari Bagian Pengadaan B arang d an  Ja sa ;

c. penghentian  tu n jan g an  kerja paling sedikit 3 (tiga) 

bulan;

(2) 

rapat Komite Etik membahas dan membuat 

kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak 

layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, 

apabila tidak layak proses penanganan pengaduan 

dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang 

patut kepada pihak pengadu, 

apabila layak proses penanganan 

pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 

oleh sidang Komite Etik, dengan: 

1. pemanggilan para pihak, 

2. pengumpulan bukti, dan 

3. pemeriksaan bukti. 

sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang 

ada, Komite Etik memutuskan dan menetapkan 

ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik, 

.apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah 

terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka 

dalam putusannya Komite Etik harus 

mencantumkan sanksi administratif — yang 

diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato yang melanggar, 

.Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada 

Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, 

Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan 

Kesejahteraan Sekretaris Daerah dan Inspektur 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk diambil 

keputusan, dan 

. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan 

pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite 

Etik. 

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g berupa: 

a. 

b. 

Cc. 

teguran tertulis, 

mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

penghentian tunjangan kerja paling sedikit 3 (tiga) 

bulan, Tae 
: Paha 

 



d. p en u ru n a n  pangkat setingkat lebih rendah; 

d a n /a ta u

e. pem berhentian  ja b a ta n .

(3) Sanksi adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (2), d ikenakan  berdasarkan  tingkat pelanggaran 

Kode Etik yang tidak  bersifat. bertingkat d a n  dalam  

sa tu  pem berian sanksi d a p a t d ikenakan  beberapa 

sanksi sekaligus.

5. K eten tuan  Pasal 14 aya t (2) h u ru f  b d iubah  sehingga 

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pem eriksaan a ta s  d a sa r  tem uan  d ilakukan  oleh 

Komite Etik d a n /a ta u  hasil tem uan  lem baga 

pem eriksa yang d iben tuk  dengan  k e ten tu an  

p e ra tu ran  perundang - und an g an  dengan m ekanism e:

a. k e tu a  Komite E tik  m engadakan  rap a t Komite 

Etik yang d ipersiapkan  oleh S ekretaria t Komite 

Etik u n tu k  m em bahas hasil tem uan;

b. rap a t Komite E tik  m em bahas d an  m em buat 

kesim pulan  ap ak ah  hasil tem uan  layak a tau  

tidak  layak d itindak lan ju ti dengan pem eriksaan;

c. apab ila  tidak  layak proses p en an g an an  hasil 

tem uan  d ihen tikan  dan  diberikan penjelasan  

te rtu lis  yang p a tu t kepada  p ihak  pengadu; dan

d. apab ila  layak proses p en an g an an  hasil tem uan  

d itindak lan ju ti dengan pem eriksaan  oleh 

sidang  Komite Etik, dengan:

1. pem anggilan p a ra  pihak;

2. pengum pulan  bukti; d an

3. pem eriksaan  bukti.

e. sesua i dengan hasil pem eriksaan  dan  bukti 

yang ad a  Komite Etik m em u tu sk an  dan  

m enetapkan  a d a  a tau  tidak  pelanggaran te rh ad ap  

Kode Etik.

d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah, 

dan/atau 

e. pemberhentian jabatan. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran 

Kode Etik yang tidak bersifat bertingkat dan dalam 

satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa 

sanksi sekaligus. 

5, Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b diubah sehingga 

Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh 

Komite Etik dan/atau hasil temuan lembaga 

pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan dengan mekanisme: 

a. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite 

Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Komite 

Etik untuk membahas hasil temuan, 

b. rapat Komite Etik membahas dan membuat 

kesimpulan apakah hasil temuan layak atau 

tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, 

c. apabila tidak layak proses penanganan hasil 

temuan dihentikan dan diberikan penjelasan 

tertulis yang patut kepada pihak pengadu, dan 

d. apabila layak proses penanganan hasil temuan 

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh 

sidang Komite Etik, dengan: 

1. pemanggilan para pihak, 

2. pengumpulan bukti, dan 

3. pemeriksaan bukti. 

e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti 

yang ada Komite Etik memutuskan dan 

menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap 

Kode Etik. 

 



f. apab ila  d ip u tu sk an  dan  d ite tapkan  bahw a telah 

tejadi pelanggaran te rh ad ap  Kode Etik m aka 

dalam  p u tu sa n n y a  Komite E tik  h a ru s  

m encan tum kan  sanksi adm in istra tif yang 

d iberikan  kepada  pe jabat s tru k tu ra l dan  pejabat 

fungsional pengelola pengadaan  b a ra n g /ja sa  

D aerah yang m elanggar;

g. K eputusan  Komite Etik dilaporkan kepada 

B upati dengan tem busan  kepada Wakil Bupati, 

S ek re ta ris D aerah dan  A sisten Perekonom ian, 

Pem bangunan  d an  K esejahteraan Rakyat u n tu k  

diam bil k ep u tu san ; dan

h. B upati a ta u  pejabat yang d itu n ju k  

m enetapkan  pem berian sanksi be rdasarkan  

p u tu sa n  Komite Etik.

(2) Sanksi adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  g b e ru p a  :

a. tegu ran  tertulis;

b. m utasi dari Bagian Pengadaan B arang dan  Ja sa ;

b. penghen tian  tun jangan  keija  paling  sedikit 3 

(tiga) bulan;

c. p e n u ru n a n  pangkat se tingkat lebih rendah; 

d a n /a ta u

d. pem berhen tian  jab a tan .

(3) Sanksi sebagaim ana dim aksud p ad a  aya t (2), 

d ikenakan  berdasarkan  tingkat pelanggaran Kode Etik 

tidak  bersifat bertingkat d an  dalam  sa tu  pem berian 

sanksi d ap a t d ikenakan  beberapa sanksi sekaligus.

6. K etentuan  Pasal 15 d iu b ah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 15

Dalam m em perlancar p e laksanaan  tugas Komite Etik 

d ib en tu k  S ekretaria t secara  ex-officio bertem pat di 

Inspektorat D aerah.

f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah 

tejadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka 

dalam putusannya Komite Etik harus 

mencantumkan sanksi administratif yang 

diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat 

fungsional pengelola pengadaan barang/jasa 

Daerah yang melanggar, 

g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada 

Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, 

Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian, 

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat untuk 

diambil keputusan, dan 

h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

menetapkan pemberian sanksi berdasarkan 

putusan Komite Etik. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g berupa : 

a. teguran tertulis: 

mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

b. penghentian tunjangan kerja paling sedikit 3 

(tiga) bulan, 

Cc. penurunan pangkat setingkat lebih rendah: 

dan/atau 

d. pemberhentian jabatan. 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik 

tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian 

sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus. 

. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 15 

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik 

dibentuk Sekretariat secara ex-officio bertempat di 

Inspektorat Daerah. 
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7. K etentuan  Pasal 17 d iubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 17

S u ra t S ekretaria t d itanda tangan i oleh Kepala B adan  

Kepegawaian, Pendidikan dan  Pelatihan selaku 

S ekre ta ris Komite Etik.

Pasal II

Peratu ran  B upati ini m ulai berlaku pada  tanggal 

d iundangkan .

Agar se tiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  

pengundangan  P eratu ran  Bupati ini dengan 

penem patannya  dalam  Berita D aerah K abupaten 

Pohuwato.

D itetapkan  di M arisa
pada  tanggal 3. ©•nu®r i  ^

D iundangkan di M arisa

pada  tanggal i  J& nueri 202?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KAUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR..3

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 17 

Surat Sekretariat ditandatangani oleh Kepala Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku 

Sekretaris Komite Etik. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa On 

padatanggal 1 4 anusri 20e: 

BUPATI POHUWATO, 

PP A. MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal j Januari 2027 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 

ANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KAUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR..3 
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